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A. Latar Belakang
Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai

seorang suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa. Hal ini dinyateke fdeng Nomor 1 Tahun 1974

Menurut U i ing )3 ik Hal ini dikarenakan

ikatannya tidak te i ' ] : istri.Dimana dalam

pel aksanaannya pegkawi ' : 3 ca mesing-masing.Hal ini

Dari perny. [ ‘ [ di Indonesia sangat

menjunjung tinggi i-nilai i : ‘ , Suatu perkawinan

sah apabila dicatatkaR - Urtisan-Agama (¢ igén K UA).Sedangkan
b . .l
bagi merekanon-Is
Berbicara te rkawjrafBagi U WEEL - Pas Bari ketentuan Hukum
P iy

yang sangat kuat mitssagan ghalidzanuntuk mentaati perintah Allah SWT. Bagi mereka yang
melakukan perkawinan, berarti telah melaksanakan setengah ibadah dan bentuk tagwa kepada

Allaht

'Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, him. 3
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Perkawinan menurut Sayuti Thalib dapat dilihat dari tiga segi, yaitu: pertama dari segi
hukum perkawinan merupakan sebuah perjanjian sebagaiman disebut dalam Q. S. Annisaayat 21
bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat (mitsaagaan ghaaliizhan). Beberapa
faktor yang menyatakan perkawinan merupakan sebuah perjanjian karena adanya ikatan yang
terwujud dalam akad nikah, rukun dan syarat tertentu, serta cara pemutusan perkawinan dengan

prosedur thalaq, fasakh, syigaq dan lainnya

Kedua, dari} Segi=sesi 3 1 5enc fgaahn-yang |lebih bagi mereka

yang melaksanaka entang perkawinan,

wanita bisa dimad

poligami hanya dag

Perkawinan i a tidak hanya by terhadap hubungan

I. r !
kewajiban orang I"“' n

kewarisan, kekeluargaa

keagamaan.®

*Muhammad Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan
Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta, Sinar Grafika 2000, him. 19

*Hardikusuma Hilman, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Hukum Agama, Mandar Maju,
Bandung, 2007, him. 8



Sebelum diatur dalam kodifikasi Hukum Nasional, terlebih dahulu diatur didalam Hukum
Islam dan Hukum Adat. Perkawinan menurut Hukum Islam diatur didalam Alquran dan Hadlist.
Di Indonesia, aturan Hukum Islam ini kemudian dikembangkan melaui KHI yang menjadi
hukum materil dalam Pengadilan agama. Sedangkan hukum adat menurut Soepomo merupakan
hukum kebiasaan yang tidak tertulis.*Akan tetapi, keberadaan hukum adat dijunjung tinggi

sebagai aturan dalam bermasyarakat. °

Perkawinanjd daf_di-tadenes ja-aka by N sistem kekerabatan
Ada 3 (tiga) maca rabatan matrilineal,
sistem kekerabats bilateral.  Sistem
kekerabatan matril Sistem kekerabatan
patrilineal merup
kekerabatan parent :

ayah ataupun ibu, ainkan keluar ini at ily.

*Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, him. 10

°Ibid, him. 30

®Amir Sjarifoedin Tj. A, Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol,
GriaMedia Prima, Jakarta, hlm. 92

"Ibid, him. 91



tangga.®Sistem kekerabatan matrilineal memberikan perlakuan khusus bagi seorang ibu. 1bu

diposisikan sebagai pedoman dalam penarikan garis keturunan.

Menurut Tsuyoshi Kato sebagaimana dikutip oleh Suardi Mahyuddin menyatakan bahwa
sistem kekerabatan matrilinealmemiliki ciri sebagai berikut: pertama, keturunan dihitung

melalui garis ibu, dimana setiap nagari mempunyai sgumlah kelompok keturunan yang disebut

melebur pasangan ] i kekiareamiati=din A "has g Masing menjadi  bagian
kekerabatan matrilineal. idalam paruik tidak Beérada ditangan ayah

melainkan berada d

Sistem keke ili ) : -‘1 B8 oa. Dalam sistem ini
kedudukan prialeb | . G an dibandingkan kedudukan
perempuan. Sehing gl & ya i-leki sgja. Perkawinan
dalam sistem ini l inan juiL 3 k perempuan untuk
masuk ke dalam ki "l. ) nya c i der y-baang bernilai kepada

- =

perempuan sebagai padagant

Sistem ini bertujuan memberikan penyederhanaan dalam pembentukan garis keturunan.

8 Website kompasiana. com (terakhir dikunjungi pada 29 Maret 2016 pada pukul 21. 00 WIB)
® Suardi Mahyuddin, Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, him. 49
%Y aswirman, Op. Cit, him. 131
11, .
Ibid,



Menurut Soerojo Wignjodipoero sebagamana dikutip oleh Yaswirman bahwa
keberadaan sistem kekerabatan ini akan membentuk tiga sistem perkawinan, yaitu:eksogami,
endogami dan eleutherogami. Sistem endogami adalah sistem perkawinan yang mengharuskan
mencari jodoh didalam lingkungan sosial, kerabat dan pemukiman. Sistem eksogami adalah
sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang mencari jodoh diluar garis keturunan. Sistem

Eleutherogami adalah sistem yang tidak menger jan dari kedua sistem lainnya, melainkan

‘ r—~

i ini tercermin dals

C pal dan kekerabatan
I
patrilineal. Kedualsi akukan diluar garis

keturunan. Tujuan gurunan.

masyarakat adalah
Minangkabau.Ming sistem perkawinan
eksogami.**Sistem g kan perkawinan di

luar garis keturundfp ¥ inangkabau sistem

perkawinan ini dikerats enyebutnya larangan
kawin sesuku.

Di Nagari Lub o} her Minangkabau,ternyata
juga ditemukan adanya perkawinan sestk erkawinan ini dilakukan oleh pasangan yang

berasal dari suku yang sama dan nagari yang sama yaitu Lubuk Basung. Mereka melakukan

perkawinan secara sah dalam Nagari Lubuk Basung.

“Ibid, him. 135

BAmir, M. S. ,Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah Bagai Bajak Ndak Basingka, Citra Harta
Prima,Jakarta, him. 15

Y aswirman, Op. Cit, him. 140



Pada kasus lain juga ditemukan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan memiliki suku
yang sama tetapi berasal dari nagari yang berbeda. Dalam pelaksanaannya mereka melakukan
perkawinan di bawah tangan.Dalam kasus lain juga ditemukan pasangan yang secara garis
keturunan berasal dari suku yang sama Namun, sebelum terjadinya perkawinan salah satu

pasangan yang berasal dari nagari yang berbeda merantau ke Nagari Geragahan dan melakukan

yang berbeda dari jgeles=ass ine &8N pasangannya yang

pada dasarnya m T ' [ : ra garis keturunan

mempunyai suku yang [ alin dengan suku yang
berbeda.

Pelanggaran te \ S punyal sanks yang
bertujuan untuk me ' j i an kesepakatan para
nenek moyang. ' bagi mereka yang
melakukannya. K g terhadap |ars shakan anggapanadat
yang diadatkan yangihreiaiadatbuhua metiy Epatliganggu gugat.

Terhadap a0 kFdiasak layua™ yang

i
artinya seperti pohon yarig-telat

penegakan sanksinya baik didalam Lembaga adat Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya
disebut dengan KAN Lubuk Basung dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang

selanjutnya LKAAM Kabupaten Agam. Kedua lembaga adat ini mempunyai peran dalam

BAmir, M. S. ,Op. Cit, him. 14

8| tham, Rantak, JC Ingtitute, Jakarta, him. 11



perumusan adat serta penerapan sanksi adat.Dalam lembaga ini tidak ditemukan perkara

berkaitan dengan kawin sesuku ini.

Melihat fenomenaini, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Keberadaan larangan
kawin sesuku di Minangkabau yang pada awalnya menjadi sesuatu yang patut dipertimbangkan

dalam perkawinan kini sudah mulai memudar.  Sehingga Penulis mengangkat judul

umuskan beberapa

i di Nagari Lubuk

C. Tujuan Pendlitian
Dari permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian iniadalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perkawinan sesuku yang terjadi di

Nagari Lubuk Basung;



2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanks larangan kawin sesuku di Nagari
Lubuk Basung;
3. Untuk mengetahui apa sgja akibat hukum pelaksanaan kawin sesuku dalam sistem
kekerabatan Minangkabau di Nagari Lubuk Basung;
D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ipi=eliarag ﬂmmm Frtenteng hukum Adat dan

b. Sebaga i K- Q¢ dalam penulisan ini,
gholder. Agar hasl
penelitignlini jadi was nfa Pénerapan Hukum Adat

Minangk@ ma._larangar S dan..si kekerabatan di

perkawinan dan kewarisan. Penulis memiliki pengetahuan yang lebih terkait dengan
akibat hukum dari perkawinan ini, yang berdampak dengan pembagian waris dan
kedudukan anak di Minangkabau. Sehingga berkaitan dengan profesi notaris, dapat

dipergunakan dalam pembuatan akta berkaitan dengan kewarisan.



E. Keadian Pendlitian

Berdasarkan hasil penelusuran tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan baik di
kepustakaan lingkungan Universitas Andalas Padang, khususnya di lingkungan Pasca Sarjana
Universitas Andalas Padang, maupun di luar kelembagaan pendidikan ini, menunjukkan bahwa

belum ditemuinya suatu karya ilmi i dengan judul penelitian ini yaitu

”Pelaksanaan Perkawiaan=5es$ ) ‘ pa tulisan ilmiah telah

B ———

ahwa pertama yang
Singkarak dengan

Kedua, sanksi yang

§Senanjang adat. Ketiga,

T e

masuk ke Nagari Saniang Baka dan Singkarak.

2. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Kecamatan Pangean

Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau” dibuat oleh Y ushadeni,S. H. , dalam skripsi



Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari hasil
penelitian didapatkan bahwa, pertama faktor yang menyebabkan dilarang perkawinan
sesuku adalah rancunya hubungan silaturahmi, adanya kekhawatiran terjadinya

perkawinan antara saudara kandung karena sesuku adalah badunsanak serta adanya

keyakinan akan terjadi hal-hal yang buruk terhadap keluarga dan keturunan. Kedua,

al bel akang terjadinya
3 Kuantan Singingi
kawin sesuku di

.......

‘f,';'fu Hukum Islam”
£

rra |
-'I-.u- -' ]
terikat tali persaudaraan dengan demikian pe

Kedua, sanksi-sanksi adat bagi pelanggar nikah sesuku adalah meminta maaf, kumuah
basasah, dibuang sepanjang adat dan dibuang di nagari menurut sepanjang adat.

Ketiga,seandainya ada pertentangan antara Hukum Islamdengan hukum adat maka
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hukum agama harus didahulukan artinya agamalah yang akhirnya harus dijadikan titik

tolak.

Apabila dikemudian hari ada penulis lain yang membuat karya ilmiah yang sama atau
menyerupai dengan judul dan substansinya, maka diharapkan itu menjadi penyempurnaan.

Dengan demikian dapat dikatakan penelitian dijamin  keasliannya dan dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

mengharuskan pemberlakuan Hukum Islam sebagai Hukum Adat bagi mereka
yang memeluknya.
Masyarakat Minangkabau memeluk agama Islam.Dalam tatanan hidup di

masyarakat Minangkabau yang pada dasarnya memeluk agama Islam.Sehingga

Yibid, him. 15
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berdasarkan teori ini mewajibkan melaksanakan Hukum Islam secara penuh dan
tanpa pengecuali.Teori ini diharapkan dapat menjawab penerapan Hukum Islam
dan Hukum Adat Minangkabau. Agar terjadi keselarasan dalam penerapannya di

masyarakat.

2. Teori Progresif

olen Satjipto Rahardjo. Teori ini

ade. pemikiran hukum

Hukum Bertugas

Penulis. Larangan kawin e suklyang telah ada berabad-abad tahun yang lalu.
Aturan adat tidak tertulis namun dihormati dan diyakini sebagal sesuatu yang
harus dipatuhi. Mecerminkan adanya kekakuan dalam aturan di masyarakat.

Dengan adanya teori ini diharapkan mampu menilai kebekuan suatu aturan dalam

18 Faisal, Memahami Hukum Progresif, ThafaMedia, Y ogyakarta, 2014, him. 31

®lbid,
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tercapal suatu cita hukum. kemudian dapat ditinjau kelayakan dan relevansinya
dalam penerapan kehidupan saat ini.
3. Teori Eksistensi
Menurut Ichtijanto, S. A, teori eksistens adalah teori yang menerangkan

adanya Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia® Teori ini memberikan

) dapat dilihat dalam

: enyatakan bahwa :

asyarakat hukum adat
dengan perkembangan
al yang diatur didalam
atakan, bahwa “ Identitas
perkembangan zaman

Arakteristik  khas, hidup
( ikatan pada asal-usul

jikan pranata ekonomi,
ayah tertentu secara turun

Teori ini diharapkan mampu menjawab penelitian Penulis terkait
dengan keberadaan Hukum Adat dalam mengatur pola hidup masyarakat

hukum adat. Hukum Adat yang telah lahir jauh sebelum adanya hukum

%|chtijanto, S. A, Pengadilan Agama Sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam
Kenangan-Kenangan Seabad Pengadilan Agama, Ditbinperta Dep. Agama, jakarta, him. 69
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nasional apakah dapat memberikan kontribus dalam mengatur kehidupan
masyarakat. Serta apakah masih dapat diterima ditengah masyarakat.
4. Teori Perubahan Sosial

Teori ini dikemukakan oleh beberapa orang ahli, antara lain oleh

William F.  Ogburn, Kingsley Davis, Gilin, Samuel Koenig serta Selo

mencakup semua aspek
' empengaruhi sistem
asyarakat tersebut.

embaga masyarakat

ha perubahan sosial

ini. Pertambahan

2. Kerangka Konseptual
a. Eksistens adalah cara Penulis melihat suatu keberadaan terhadap suatu yang

datang atau ada dan menjadi sesuatu yang penting serta menyita perhatian;

21 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta,Raja Grafindo Persada, 1990, him. 300
% bid,
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b. Larangan kawin sesuku merupakan suatu perkawinan yang terlarang karena
dipandang tabu untuk dilakukan karena mempunyai suku atau garis keturunan dari
ibu yang sama;

c. Adat Minangkabau merupakan ketentuan hidup dalam masyarakat Minangkabau
yang terlahir dari Alam takambang jadi guru dan kesepakatan dari nenek moyang
terdahulu.

d. Nopeimme aﬂﬁﬂlﬁm imengkabau yang memiliki

setingkat dengan

disebutkan di atas,
maka metode [ logis yuridis®yaitu

3 iy nyata dan meneliti

Penelitian ini" rsiial _' EEN _.' yang terjadi didalam
masyarakat, tata c e T ~

proses yang sedang berlangsung didalam masyarakal. Penulis melakukan penelitian
dimasyakat berkaitan dalam pelaksanaan perkawinan sesuku di Minangkabau, kedudukan
sanksi terhadap pelanggaran kawiin sesuku serta akibat pelaksanaan perkawinan didalam

sistem kekerabat di Minangkabau.

23Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian. Hukum Ul, Jakarta, 2012), him. 23
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2. Jenisdan Sumber Data
Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan (data sekunder) yang
didukung penelitian lapangan (data primer), sebagai berikut:
a Dataprimer

Data primer adalgh.dai ag=dapat diperoleh langsung dari lapangan atau

observe iskus : [ g dengan bahan hukum

ikat, yakni:

2)
dari kalangan hukum yang tat 1 dengan hukum adat Minangkabau.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap
bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
a) Kamus Hukum;

b) Kamus Bahasa Indonesia;

#Nasution, M. A. , (Azaz-Azaz Kurikulum, Bandung: Penerbit Ternate,1964), him. 34
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3. JenisjenisAlat Pengumpulan Data
Dalam hal melakukan pengumpulan data dalan penelitian ini, penulis menggunakan
jenis-jenis aat pengumpulan data sebagai berikut:

a  Studi Dokumen

pa pakar berkaitan

untuk merangkum

fy

;l,..‘_}‘.- salah yang Penulis
_r._-l 3

1 ! e e " = ) LW . ,
bahwa dalam ramgkite cryeteikippikarK@IV@8an social (social reality)
. o S
yang merupek ssal* Dagi=para pettigas S hskLim sunttk - menentukan  putusan-
e P AN
penyetic

Kan setempat, ialah mendekati para pejabat
desa, orangtuacerdik panda dan orang yang terkemuka di daerah. Dalam
melakukan wawancara jangan ditanyakan perihal pendapat bunyi peraturan
adat.Melainkan ditanyakan hanya kegadian yang telah dialami atau diketahui

sendiri.Sehingga dapat dicapai peraturan yang benar-benar berlaku dan dapat

>Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok SosiologiHukum, 2009, Jakarta: Rajawali Pers, him. 60
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dilukiskan hukum adat yang hidup.Meskipun jumlah terjadinya suatu perbuatan
adalah penting, namun walaupun perbuatan itu sedikit dan benar-benar dirasakan
masyarakat sebagal hal yang seharusnya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Penulis juga akan melakukan wawancara dengan beberapa orang pasangan

yang telah melakukan perkawinan sesuku secara acak. Penulis menanyakan

Daam hal ini Penulis melakukan penelitian di Nagari Lubuk Basung, Kecamatan

Lubuk Basung Kabupaten Agam.
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4. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data
Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data

di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis. % Dalam penelitian ini, setelah

berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan

hukum lyang diperoleh, maka

%Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, him. 72

ZAmirudin dan Zainal Asikin, Op Cit, him. 168-169
*®Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, him. 186
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